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PENEGAKAN HUKUM SUATUMODEL
MEMBANGUN CITRA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Didi Nursidi, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu

Performance of the Commission Againts ( grpmm (KPK) time built with a simple
model through the coordination Mmcnmu’on of the duties and functions
(tupoksi) the Commission, to minfpi€e the tendency of the programme/application
through evaluating performance of the Commission, the synchronization work
programs through inter- agency coordination mechanism / law enforcement agencies.,
and public accessibility of information transfaransi, wilizing a participatory monitoring
patierns, cfficiency through performance-based budgeting.

. I

A. Pendahuluan

Indonesia  sebagai Negara
dengan peringkat kejahatan korupsi

yang tinggi, memerlukan startegi

dikualifikasikan sebagai kejahatan
sempurna dalam arti kejahatan itu
terlaksana dan menjadi suatu kesatuan

dengan kekuasaan. Berdasarkan hal

pemberantasan  dengan  prioritas tersebut, hendaknya tidak ada

utama, mengingat kejahataﬁ tersebut kompromistis dalam pemberantasan

bukan hanya seckedar merugikan tindak pidana korupsi.

keuangan Negara, tetapi / juga Perang terhadap korupsi

berpotensi  merusak  sendi-sendi merupakan focus yang sangat

kehidupan masyarakat. signifikan dalam suatu Negara
Korupsi  sebigai entuk berdasarkan hukum, bahkan

kejahatan yang luar bizm/ (extra

ordinary crime) memeriukan
ketersediaan perangkat hukum yang
luar biasa (khusus) yang mampu
mcnz}ngani persoalan tersebut, oleh
kejahatan

karena korupsi
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merupakan tolak ukur keberhasilan
suatu pemerintahan. Salah sawu unsur
yang sangat penting dan penegakan
hukum dalam suatu Negara adalah
karena

perang terhadap korupsi,

korupsi merupakan penyakit kanker
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avg e, wclsay permanent dan
moreel semvy  sendh heladupan
artaagsa dma bemnegara termasuk
PSRN seTiA penataan  ruang
wiwrah”

Uetak tu implementas: tugas
sl dam fungsi  lembaga
sooogelan  hukum  seperti halnya
AT sedah ssatnya untuk tudak lagi
semendangan legisme, legalistic, dan
wsn, karena hal terscbut terbukti
wish mempersulit  kineja  KPK,
mdsdal penomena kejahatan  baru
et new dimension of crime, white
ooliar (rime, Ovher crime, dan lain-
@2 belum  sgalan  dengan
pesbemsbangan  Ketersediaan  piranti
acamiang-undangannya.

| Pesmbahasan
i. Negera Hukum
: Negara Indonesia
Negara  hukum,
Larcsanya prinsip-prinsipy Negara
bokum harus mampu diwujudkan

R
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e epsdetaharat wordpross.com'. / peran-

o b

dalam kehidupan bermasyarakat
dan bemegara

Secara konstitusional
cksistensi Negara hukum ditandai
dengan diakuinya prinsip-prinsip
: 1) pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia;
2) Peradilan yang bebas dani
pengaruh sesuaru kekuasaan atau
kekuatan lain dan yang tidal
memihak; 3) Kualitas dalam ant
hukum dalam segala bentuknya.

Dalam perjalanan scjarah

bangsa dan Negara Indonesia,
temyata masalah terbesar adalah
pencgakannya, dan usaha kearah
tersebut terlihat banyak
dilakukan, kendati umumnya
masih bersifat parsial.

~ Dari usaha itu yang
terpenting adalah semangat dan
komitmen membangun sistem
dan penegakkan hukum yang
dilaksanakan secara bertahap dan
berkelanjutan,  dengan  tetap
mengedepankan skala prioritas
sesuai  tuntutan pcrkcmbu@an
realita. Prioritas tersebut yakni
membenahi sistem dan lembaga
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penegakban hukum sebagai pilar
utning - pembert keadilan bagi
masvarakat, dan KPK merupakan
tolok ukur bagi pelaksanannya.
Penegakkan Hukum

Reahita vang ada
menunjukkan upaya
pembangunan  sistem  hukum
yang  berwibawa  merupakan
tantangan  wtama  yang  harus
diwujudkan.dan reformasi
mengagendakan  aspek  ini
terlebih gencarmya tuntutan atas
kinerjo  institusi  penegakkan
hukum yang semakin  lama
semakin merosot.

Praktck KKN atau mafia
peradilan menjadi dilema yang
memprihatinkan, dan kondisi ini
membawa implikasi yang multi
dimensional, bahkan tuntutan
atas  kondisi  ini  temyata
disuarakan baik dari lingkungan
dalam maupun luar lembaga
penegakkan hukum.

Korupsi  di  Indonesia
berkembanyg sccara sistemik, bagi
golongan tertentu korupsi bukan

lagi merupakan suatu
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pelanggaran hukum tetapn s
kehbiasaan  yang  mudah  dap
tertbiasa untuk dilakukan. Hal 5
discbabkan  lemahnya  sister,
penegakkan  hukum  tehadap
pelaku tersangka kasus korups:.
Pemerintah  disim ditunru
berperan  aknf dan  komipeten
scrto amanah dan benanggung
juwab agar regulasi yang telah
dibentuk dan dirumuskan dalam
undang-undang  dapat  efcknf
schingga mampu meminimalisir
korupsi di Indonesia. Dalam
penclitian  dikatakan  bahwa
indonesia termasuk salah satu
negara terbesar terlibat dalam
kasus korupsi. Perkembangan
korupsi juga mendorong agar di
tegakkanya hukum
pemberantasan  korupsi. Tetapi
hingga kini  pemberantasan
korupsi juga  belum  ada
kepastian, penyelesaian  vang
jelas dan tuntas, banyak sekali
kasus korupsi yang belum di
periksa dan di adili.  Im
mencerminkan  lambat  dan

lemahnya proses peradilan d
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C Bemern el menangani

wrew bopgnt’
Mauaatal penegakkan

- Soker tenta bdak dapat didekan

woarn pataal, karena 1a meliput
wenvak  elemen  terkant  vang
ooget  mas,  setidak - tidaknya
mglm 1) Kualitas
walividual ~ (SDM)  terutama
hakim, 2) Kualitas kelembagaan
teretama  manajemennya;  3)
Sarsna  dan  prasarananya; 4)
Piranti  perundang-undangan; $)
fludays hukum dan kesadaran
bukumn masyarakat; dan 6 )
Hobungan  dengan  institusi
terkait.

Jadi penegakkan hukum
merupakan sinergitas atas kinerja
isan penegak hukum dan segala
daya dukungnya yang menyatu
dalamn proses pencgakkan hukum
dan peradilan. Berkaitan dengan
hal diatas, maka kelemahan SDM
harus mampu dieliminir misalnya
dengan menetapkan pencgakkan
hukum terpadu dalam bentuk

»

a

murssloni 7akie blogspot. com/.  peran-dan-

perfarmance indicator  vang
terubur, malnya indikator < 1)
Crime rate  yang rendsh, 2)
Clearence rate yang vinggi, 3)
Convichion rate yang tungg, 4)
Reconviction rate yang rendah;
$) Public participation  yang
tinggi; dan  6)  Integrared
education antar penegak hukum
terutama untuk  meminimalkan
disparitas  dan menyamakan visi
dan misi serta persepsi tentang
supermasi hukum™.

Disisi lain hal-hal yang
memberi kesan tidak
professional, integritas moral
yang lemah, koordinasi lintas
scktoral, adanya  pengaruh
kekuatan politik, dengan dalih
apapun harus segera diakhiri, dan
untuk kepentingan itu harus
segera  diwujudkan  berbagai
usaha mengembalikan

® PBagir Manan, Swam Tinjauwan Terhadap
Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahua 2004, Mahkamah Agung
RI, Jakarta, 2005.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuui Puspitasan,
Aspek-aspek Pengembangan Kekuasaan
Kehakiman di Indonesia, Ull Press. Yogyakana,
2005,
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Lopervayaan masyarmk ot terhadap

lembaga KI'K.

Membenahi Kinerja KPK

Lahimya Komisi
Pemberantasan  Korupsi  (KPK)
didasarkan pada perkembangan
pemikiran di dunia hukum bahwa
korupsi adalah kejahatan luar
biasa. Label demikian dianggap
tepat untuk disematkan dalam
konteks Indonesia, mengingat
daya rusak prakiek korupsi telah
mencapai level tinggi. Maka, tak
mengherankan jika hingga han
int Indonesia masih tenebak
dalam suatu kondisi sosial-
ckonomi dan politik yang
memprihatinkan®.

Upaya melakukan
pembenzhan manajemen dan
kinerja KPK sering dianckdotkan
dengan mengurai benang kusut,
tetapi komitmen untuk
mewujudkannya adalah sebuah
keharusan.

* hetps:/ bagusanwar wordpress.com’.../peran-kpk-

dala.
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Panbenahan  itu boar,
dilakukan  secarn homprehen of
meliputi  seluruh sendh sendhy
kelembagaan  KPK,  barcun
persoalan buruknya o KPK
memang sudah menjady
ungkapan kesehanan masyarakan,
terutama  atas  ketidakpastian
masyarakat pencari keadilan yang
menganggap adanya perlakuan
disknminatif  (tebang  pihih).
Indikasi
(keberpihakan) pada penguasa,

disknminasi

tidak transparan, perkara undur-
undur, proses dagelan, dan lain-
lain, merupakan sesuatu yang
tidak asing didengar, dilihat
bahkan diikuti, dan unjuk rasa,
orasi terbuka, resolusi, debat dan
dialog, eksaminasi publik, adalah
cerminan atas realitasnya dan
seolah tidak lagi diperlukan
proses pembuktian.

Jadi nampak  bahwa
benang kusut sulit untuk diurai
schingga se¢jalan dengan
menjelang habisnya masa bakui,
upaya menggantinya  dengan

benang baru yang bersih menjadi
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L Baratar inal, dan benang it
sdatad pampunan KPR yvang banu
Jdan Nenar-benar barn

Langkah diatas  sangal
pesting  ilaksanakan,  oleh
karena  realta menunjukkan
dahwa praktek  korupsi - baik
sCara  terang-terangan - maupun
secara tersclubung telah meluas,
melibatkan hampir seluruh aparat

penegak hukum.

4. Tanggung Jawab, Transfaransi,

dan AKuntabilitas

Pada dasamya tanggung
jawab Pimpinan KPK sangat
banyak tergantung pada posisi
dan fungsinya. Performa
Pimpinan KPK sebagai Pejabat
- Negara sungguh pun belum
pampak, tetapi melalui
manajemen yang transfaran dan
akuntabel memben jalan bagi
pencitraan profil Pimpinan KPK
dengan integritas moral yang
tinggi dan terpisah secara tegas
dan pengaruh kekuasaan
cksekutifl maupun  kekuasaan
lainnya.

667

Sehagai  Pejabat - Negara
maka  alat  ukumya  adalah
integritos moral - yang  kuat,
komitmen pnbadi yang tangguh
keberpihakan  kepada  keadilan
dan naluri kejuangan, kejujuran,
kewibawaan dan juga didukung
oleh intelektualitas yang
mumpuni menjadi bagian dari
sosok individual  Performa
Pimpinan KPK.

Dalam Konteks inilah
scbenamya kontribusi KPK atas
kinerjanya diharapkan bermuara
pada terciptanya
penyelenggaraan  pemerintahan
(dalam arti luvas) yang Good
Governance sungguh pun hams
diakui bahwa KPK tidak berada
di suatu ruang kosong tetapi
adalah dikelilingi oleh
seperangkat lembaga kekuasaan
lainya bahkan masyarakat luas
yang senantiasa memantau dan
mengevaluasi terhadap
kinerjanya.

Jadi pada era reformasi
ini pengangkatan Pimpinan KPK

harus  diukur  dari  tingkat
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Lo e impannna intok metalin IR L s

pwngemiian  ngeing  jawah profesionalites, ndte grita,
b evhagal AW Ay, dith, Vepuintan, becopdaian |
sehimea 18 tudak balehy leyeelns sl proddab fifitas
disata masyarakal antepritne dan kinerjanya
Lomtiien  vang  Hoepl  teni ¢ Membanpun P foime
Akt imhibated  latnnya,  jupa Pimpinan  KPE  arhaga
disibang  denpan sikap  penub manusin  yang  betkualineg
A tangging jawab batk kepada dolom  pengethian tidak |
hati iy sedind, petnnh terceln Jan
masvainkal, hegaia dan kepada herwawasan  luas  sebagai
Tuhan Yong Maha Len. kekuatan  dinamis  yang
N Membangun Cloa KPKY memungkinkan melahirkan
1. Navaran berbagal  tindakan  yang
Ferbentuknva din berkeadilan.
berfingsinga - KK menjadi « Mewujudkan citm  KPK
Barimete bagl siatem yang baik dan terpercaya
penepakkan hukum yang baik sehingga  menjndi  dasar
dan terpercays, maka  untuk bagi kembalinya
hal tersehut ditetapkan kepercayaan  masyarakal
sasarannyn adalah | (dalam/luar  negeri) atas
Tumbuh dan sistem penegakkan hukum
berhembangnya sikap di Nepara Indonesia. Untuk
kemandirian dan it perlu  dipenuhi
kenegatawanan dari dalam heberapa syarat dianmaranya
diri setiap Pimpinan KPK, . SDM  yang  mampu
S S bertindak professional
D Nwsidh, Membangun Cirra APA Dulam dengan memperhatikan
Pergs ki Kealias, Seminar, Fabultas Hubum
Unwir, Indiamayu, 2008, him A norma-norma kode etk
668
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profiss, menghinlung ks

aypek ketenkatan
fungsional, memilik)
b emaimpsn untuk

pertindak  obyebul  dan
ndak  membual  ruang
helemabian dan kermwanan,
sorta  juga  tidak  kalah
pentingnya memiliki daya
tahan din.

Mengembangkan nilai-nilal
keadilan dan keberadaban
melalui bingkai demokrasi
yang dapat disclenggarakan
sccara  transparan  dan
senantiasa  dipertanggung
Jawabkan,

2. Potensi

- UUD 1945, UU No. 31
Tahun 1999, scbagaimana
telah diubah dengan UU
No. 20 Tahun 2001 sera
UU No. 30 Tahun 2002,

+ Peranan Pimpinan KPK
scbagai Pejabat Negara
yang  bersifat  mandin
dalam usaha mewujudkan
penegakkan hukum melalui
- upaya pemberantasan

669

Ognken  yang e e
dengah  bandija rery
atisfatan oty
professyeninl

Penlitus  segmenhs bt
Indemesia  dibmngan  itas
perjuangan  bert  dan
panjang, dan otk
diharapkan triatngr
memben  daya  dorony
sernangat  kepuangan  para
peneyak hukum (KVK ).
Tinggnya kevadaran
scluruh  komponen bangsa
untuk berpanivipan
mevujudkan citra  KPK
yang baik dan ‘erpercaya
yang dibangun oleh para
Pimpinan KPK  yang
berwibawa.

Rata-rata beban kinerja
KPK yang masih cukup
tinggi dan semain
kompleks.

Keberadaan komisi-komisi
pencgakkan hukum  yang
telah terbentuk dan juga
lahir sebagai realisas: atas
tuntutan reformass
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Lot zeaan) by
R QY

A Neodala
 Monowinva g

Lepemvavaan rerhadag
\inens KX vane
dualohatlan pola Leondinad
vang  kurang torlendall,
gl resistensdbiias
yang tingg atas Lekuasaaa
clsclutit  dan fakier
elsploitasi Badan
pencpalkan  hukum  oleh
pihak tertentu, semcstinya
mengad dava doroag untuk

mereposisikan KPK
schaga lembaga
independent yang
terpercaya.

Integnitas dan

profesionalitas seluruh
clemen KPK yang masth
dmilar rendah pada semua
tngkatan dan tupoksinya,
bermuara pada menurunnya
kinena KPK dJdan unghat
kepercayaan  masyarakal
juga dunia intemasional
(dumia usaha), meski pada

670

wnnupnya hedud doak ok s
il trhatasiya NN yang
trkvalinas wrta
wiiaatinlive  vang  Delun
memada

Nemampuan  pamenniah
{(Negara)  vang  belum
optimal dalam pembaay aan
dan  poabenian standar
naatmuam penghasilan,
sehingga membuka peluang
halk sevara andividual
mavpun  dalam Kerangka
Kinenanya Nurang
mempethatihan aspek

«  Rendahnya Standar Kinenja

Mimmum  (SKM)  KPK

diakibatkan oleh
lemahava tingkat  disiplin
dan pola berfikir

Koonhinasi antar

pelakubadan  penegakan
hukum yang belum

berdasarkan Kinena sistem

terpadu schingyga
pencgakkan hukum  dalam
hanyak hal sulit

dilaksanakan, dan kepastian

N s
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Rz memyadi babau

Rendahoya binenya
ot badan  penegaban
ok  (termasuk KPK),
dulidatkan  Keterbatasan
samama dan  prasarana,
schinga  fokus  kinenjanya
seningkah terkait  dengan
moment lenentu saja.

4. Isu Aktual
- Imtegnias dan

profesionalitas rendah
tercermin pada sikap dan
undak lanjut penegakkan
bukum yang dipandang
scolah  mempermainkan
mist dan  kepercayaan,
diantaranya dengan cana
scperti  mempersulit  apa
yang sesungguhnya mudah
dan mempermudah yang
scbenamya  memerlukan
ckstra hati-hati  dan
ketelitian. Kondisi
demikian pada plirannya
berimbas pada posisioning

mendapathan epst  yang
pevnh  dengan  mis ol
yang  bersfar  abtralonf,

dengan tidak
mengindatikan  pelayanan
diserta periakumn
disknmmauf alay
cenderung berpihak kepada
pemegang kekuasaan/uang.
Sistem Informas:

Manajemen (SIM) KPK
kendati mudah diakses dan
dijadikan media
komunikasi antara KPK
dengan seluruh  elemen
peduli penegakkan hukum,
tetapi karena masih
memerlukan bantuan
tcknologi janingan internet
dan baru menjangkau
sebagian kecil masyarakat,
untuk itu model desiminasi
langsung harus  menjadi
pilihan utama. terlebih
berkaitan dengan informasi
kinena dan target. Opini
publik berkembang yang
kadangkala bermuatan
kepentingan lertentu, serng
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ek seqalon dengan bincrja
KPR seperty benunpulnya
borkas  perkma tertunda
terutama pada kasus-kasus
yang  memiadi  perhatisn
masvarakat,  dan  hans
diterima sebagar alm ukwr
kinerja KPK yang rendah,
oleh Karena dimata publik
terlihat KPK
mengutamakan perkara
tertentu  (tebang  pilih)
dengan argumentasi  yang
sulit diterima melalui pola
pikir sederhana.

Implementasi hukum yang
tidak  mengakomodasikan
nilai-nilai yang
berkembang schingga
berpengaruh pada
tumpangnya tingkat
kesadaran dan  budaya
hokum masyarakat, bahkan
pada sisi negatifnya dapat
berpotensi meclahirkan
kenakalan terselubung,
terlebih  disertai  oleh
manajemen KPK  yang

dipandang masih  belum

672

framyspin an dan kot 20 |
Matia  peradilan YAty ’
sepertinga  telsh  psmmpeg
menggerogidi,

meneengkram pada sernua

lit  badan  penegakan
hukum, yang bermuara
pada lemahnya daya tahan
dan jati diri para penegak
hukum.
Keadilan dan  kepastian
hukum yang sulit diperoleh
dan  kalaupun bisa
berbuntut  pada prosedur
yang berbelit dan biaya
yang mahal, padahal fakior
penycbabnya lebih kepada
koordinasi dan
singkronisasi penatagunaan
infrastruktur utama
penegakkan hukum masih
rendah.
5, Visi, Misi dan Program
Kerja
Visi, Misi dan Program
Kenja Pimpinan KPK
merupakan  sasaran  yang
scharusnya bisa dicapai pada

periode tenentu, dengan tetap
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....;;siw-al-‘\ookat\ vist ddan sl

KPR aerta Peabanginan

Nastasal Vs, Misi dan

Paoptan Kei)a yang

Jditetaph an haktkatnya

gerupakan  vildena yang

g divapal dalam

mewijudkan tegnknyn

fidum dan keadilan

A, Visl Kerfa
“"Menjadi Instrumen
Penegakkan  Hukum yang
profestional  dalam  usaha
mewujudkan Pemerintahan
yang Good Governance",

b, Misl Ker)n
Adapun  misi  kerjn  yang

ditetapkan scbagai berikut:

I, Optimalisasi  Sistem
Kinerja Minimal
(SKM)/Pelayanan
Prima dan revitalisasi
kelembagaan KPK
yang efektif dan efisien

2. Pemberdayaan dan

peningkatan partisifasi

NGO/CSO dan
fasilitasi akses
terhadap KPK
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v Mengembangkan  don
harmonisasi Profil
KPK yang ideal

i Akomodatif  terhadap
nilal-mlal yang
berkembang  sebagai
medin aksclerasi
tinghkat kesadaran
hukum dan  budaya
hukum masyarakat

5. Meningkatkan  pola
pengawasan
partisipatif dan

transparan

6. Optimalisasi instrumen

tersedia melalui
koordinasi dan
singkronisasi
penatagunaan

infrastruktur utama

penegakkan hukum.

. Arah Kebijakan

Terciptanya kondisi dan
situasi  kondusif  serta
sinergis bagi kinerja KPK
yang mencakup aspek-

aspek integritas moral-ctika
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profesi  Pimpinan  KPK,
pengembangan dan
pembinaan  SDM  (proses
pencalonan pimpinan KPK
dan pengawasan
masyarakat), sistem dan
manajemen KPK, budaya
hukum (citra diri pimpinan
KPK) yang didukung
dengan tingkat
pemamfaatan sarana dan
prasarana yang optimal dan
rasional serta pengendalian

yang maksimal.

. Program Strategis

1. Terlaksananya Tuntutan
Standar Kinerja Minimal
Pimpinan KPK
Program ini sebenarnya
merupakan bagian tidak
terpisahkan dari pola
penyelenggaraan
pemerintahan  (dalam
arti luas) Good
Govemance, dimana
orientasi kinerja
diarahkan pada upaya

pencapaian target yang
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o

optimal, Misi kinerya im
merupakan  perwujudan
dari  fungsi  Punpinan
KPK sebagai  pejabat

Negara.

. Meningkatnya

partisipasi  NGO/CSO
dan aksesibilitas
terhadap KPK
Keberadaan NGO/CSO
sebagai unsur pelaku
pembangunan diera
reformasi ini menjadi
agen yang sangat efektif
bagi kelancaran dan
efisiensi kinerja KPK,
jadi untuk itu tingkat
aksesibilitasnya terhadap
KPK dan atau
sebaliknya harus
didesain sebagai bentuk
"Pola Jaring Laba-
Laba".

. Terwujudnya Profil

KPK yang Ideal

Profil KPK yang ideal
dapat memberikan
sebuah deskripsi atas
kinerja Pimpinan KPK
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PR yong wdeal dapal
woselongpara pka par
pewcpal hukwim
wasama [NQN
(Numpinan KPK) mampa
momben  teladan  yang
dapat dikuti etah lanyut
wleh hadan: badan
Mhﬂ bukum dan
atau  lombaga-lembaga
pemerhatt - penegakhan
hakum lannya

- Memunghatnya

Kesadaran  Hukum  dan
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KPR whagnt  thin
WAl peaber ot asay
thislah  picdana bonupal
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wivinngg,  dan i
berartt haris  menjsdi
dava  magnets  bag
upava - perababan  pola
pertlaku  masyarakat,
Lhususnya Aparatur
penegak  hukum,  dan
WIMNY A

penyelenggara  negara
dan pemenntahan,
Paradigma pembaharuan
seperti it pada rentang
tertenty dapat dijadikan
sarna bagi
meningkatnya Kesadaran
hkum  dan  pada
phirannya akan tercipta
dan  menjelma  dalam

budaya  hukum  yang
bersih  dan  berwibawa
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6. Maksumalisasi dengan badan dan atan
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salah program/penerapan melalui

S

_ Sinkronisasi program kerja melalui

Pemberantasan  Korupsi  (KPK),

lembaga yang berwenang dalam

menangani  pemberantasan  kasus

korupsi).

4. Transfaransi informasi &
aksesibilitas publik

S. Mendayagunakan pola
pengawasan partisipatif

6. Efisiensi melalui anggaran
berbasis kinena
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